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PENUTUP

51 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah
dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi
sebagai variabel pemoderasi pada kabupaten di Provinsi Jawa Timur pada tahun
2019 hingga 2022. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang dapat
diperoleh melalui situs website www.bps.com. Adapun variabel PAD dilihat dari
empat komponen yaitu retribusi daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, sedangkan
variabel Dana Perimbangan dapat dilihat dari dana alokasi umum, dana alokasi
khusus, dana bagi hasil dan belanja modal dapat dilihat pada dana belanja modal.
Semua pengujian dilakukan dengan menggunakan software SPSS dengan jumlah
111 data penelitian. Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis dan pembahasan,
maka diperoleh hasil kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil dari pengujian hipotesis pertama adalah pendapatan asli daerah
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Artinya PAD merupakan
salah satu sumber pendanaan daerah yang berasal dari potensi wilayahnya
sendiri. Besarnya pendapatan asli daerah yang dimiliki daerah dapat
menjadi indikator kemandirian daerah yang semakin besar pendapatan asli

daerah yang dimiliki daerah maka semakin besar pula kemampuan daerah
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untuk membiayai segala urusan pemerintahannya termasuk pemenuhan
kebutuhan belanja modal.

Hasil dari pengujian hipotesis kedua adalah dana perimbangan
berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Artinya pemerintah daerah
yang mendapatkan dana perimbangan yang besar cenderung memiliki
belanja modal yang besar, hal ini karena pengggunaan dana perimbangan
memang di tujukan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan
pemerintah daerah. Pengggunaan dana perimbangan memang di tujukan
untuk membangun dan mensejahterahkan rakyatnya melalui pengelolaan
kekayaan daerah serta membangun infrastruktur. Semakin besar dana
perimbangan maka semakin besar belanja modal.

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga yaitu pertumbuhan ekonomi tidak
dapat memoderasi hubungan antara PAD terhadap belanja modal. Artinya
walaupun pendapatan asli daerah tinggi, namun tidak memiliki pengaruh
terhadap besarnya kecilnya belanja modal meskipun dengan adanya
pertumbuhan ekonomi daerah baik, maka ada atau tidaknya pertumbuhan
ekonomi pemerintah daerah tetap melakukan belanja modal. Maka
pertumbuhan ekonomi tidak memiliki kontribusi terhadap hubungan
pendapatan asli daerah dengan belanja modal.

Hasil dari pengujian hipotesis keempat yaitu pertumbuhan ekonomi dapat
memoderasi hubungan antara dana perimbangan terhadap belanja modal.
Jika pertumbuhan ekonomi tinggi dan ataupun rendah, pemerintah daerah

tetap akan mendapatkan dana perimbangan dengan jumlah yang berbeda-
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beda di setiap pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah tidak terlalu
kuatir terkait tingkat pertumbuhan ekonomi di daerahnya.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini berusaha mengembangkan dari penelitian terdahulu. Peneliti

menyadari masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. Adapaun

keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.

5.3

Penelitian ini tidak bisa di gunakan secara generalisasi, tidak bisa
digunakan untuk pemerintahan selain Provinsi Jawa Timur misalnya
Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat.
Besarnya nilai koefisien determinasi yang menunjukkan bahwa besarnya
pengaruh perubahan belanja modal dapat dijelaskan oleh variabel
pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dan pertumbuhan
ekonomi hanya sebesar 64,3%, sedangkan sisanya 35,7% yang di
pengaruhi oleh faktor lain yang dapat mempengaruhi belanja modal.
Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna,

berdasarkan pada hasil penelitian, analisis, dan pembahasan, kesimpulan yang

diambil dan keterbatasan penelitian, maka dapat diajukan saran penelitian

selanjutnya sebagai berikut:

1.

2.

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian ulang
dengan menggunakan provinsi jawa yang lainnya.
Dilihat dari nilai Adjusted R Square yang hanya sebesar 64,3% bahwa

masih ada 35,7% variabel diluar topik penelitian yang berpengaruh
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terhadap belanja modal, maka peneliti selanjutnya di harapkan untuk

menambahkan yang kemungkinan mampu untuk
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